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PENUTUP

A. Kesimpulan

L.

Hukum Islam membedakan zina menjadi dua macam yaitu zina muhshan dan
zina ghairu muhshan. Zina muhshan adalah zina yang dilakukan oleh pelaku
yang sudah menikah, sanksinya adalah rajam. Dan zina ghairu muhshan
adalah zina yang dilakukan oleh pelaku yang belum menikah, sanksinya
adalah seratus kaii dera atau jilid dan diasingkan selama satu tahun.
Sedangkan menurut KUHP, zina hanya menjerat pelaku yang sedang terikat
perkawinan sah, tunduk pada pasal 27 BW, adanya pengaduan dari pihak yang
dirugikan (dalam hal ini suami atau isteri pelaku) dan sanksinya adalah pidana
penjara maksimal sembilan bulan.

Antara hukum Islam dan KUHP terdapat persamaan dan juga perbedaan
dalam menanggapi masalah tindak pidana zina, antara lain masalah kriteria
tindak pidana zina, meliputi persetubuhan di luar perkawinan yang sah dan
dilakukan dengan sengaja. Hukum Islam dan KUHP menegaskan bahwa zina
adalah persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah. Bedanya,
jika hukum Islam tidak memandang status pelaku zina, maka KUHP hanya

menjerat pelaku yang sedang terikat dalam perkawinan yang sah. Kemudian
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masalah pelaku tindak pidana zina, hukum Islam menetapkan setiap mukallaf
dapat dijatuhi sanksi had dengan membagi pelaku zina menjadi dua, zina
ghairu mukhsan dan zina mukhsan, sehingga siapa saja bisa dihukum had
kecuali anak kecil, orang kurang akal dan orang idiot karena tidak termasuk
mukallaf. Sedang KUHP hanya menjerat pelaku yang sedang terikat dalam
perkawinan yang sah dan tunduk pada pasal 27 BW saja. Selanjutnya
dilakukan bukan karena terpaksa, dalam hal ini hukum Islam dan KUHP
sepakat bahwa perzinaan tidak berlaku bagi orang yang dipaksa. Karena
perzinaan dilakukan atas dasar suka sama suka. Untuk proses pemidanaannya,
dalam hukum Islam setiap perzinaan dapat dipidanakan ketika terpenuhi
bukti-bukti yang menunjukkan telah terjadi perzinaan, bukti-bukti tersebut
adalah adanya empat orang saksi, pengakuan pelaku dan terdapat garinah.
Berbeda dengan KUHP yang menempatkan perzinaan pada delik aduan
absolut, sehingga hanya suami atau isteri pelaku saja yang dapat melaporkan
perzinaan tersebut. Terakhir adalah dalam hal pemberian sanksi, hukum Islam
memberikan sanksi rajam dan dera bagi pelaku zina sedang KUHP hanya
memberikan sanksi pidana penjara maksimal sembilan bulan penjara saja.
Sehingga dampak yang timbul akibat adanya perbedaan antara kedua hukum
tersebut, adalah semakin maraknya pergaulan bebas dan prostitusi karena
ternyata KUHP tidak dapat menjerat semua pelaku tindak pidana zina sebab

tidak terpenuhinya kriteria yang disuguhkan oleh pasal 284 KUHP.
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B. Saran-Saran

Berdasarkan semua data dari hasil penelitian dan analisa yang telah

dilakukan, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1.

Hendaknya pasal 284 KUHP segera direvisi dan diganti dengan undang-
undang yang lebih efektif untuk mencegah perzinahan.

Hendaknya kriteria dan sanksi dalam pasal 284 KUHP lebih dipertegas. Tidak
hanya terbatas pada pelaku yang sedang terikat perkawinan dan tunduk pada
pasal 27 BW saja tetapi pada semua pelaku persetubuhan di luar perkawinan
yang sah.

Hendaknya pemerintah membuat peraturan tersendiri untuk pelaku zina yang
beragama Islam, mengingat dalam Islam zina merupakan jarimah hAudud yang
merupakan hak Allah swt secara mutlak, maka hukumnya tidak bisa ditawar-
tawar lagi.

Bagi masyarakat hendaknya menghindari perbuatan zina mengingat begitu
banyak hal-hal negatif yang timbul akibat zina, salah satunya adalah dapat
tertular virus HIV/Aids yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Selain
itu zina termasuk dalam kategori dosa besar yang tanggung jawabnya begitu

besar.




